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Udara Internasional: Perang Dingin dan Kasus Korean Airlines 
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Konvensi Tokyo 1963, The Hague 1970, Montreal 1971 dan Biejing 

2010. 3. Hukum Udara Perdata Nasional: Regulasi dan Kasus-

Kasusnya. 4. Suku Cadang Palsu Pesawat Udara: (Bogus Parts Of 

Aircraft). 5. Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Dengan Drone 

Secara Komersial di Indonesia (Legal Liability Of Carriage Using 

Drone For Commercial In Indonesia). 6. Tinjau Ulang Undang-

Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 7. Karyawan 

Kontrak Dan Pegawai Tetap: Perlindungan Hukum Tenaga 

Penerbangan dan Lainnya. 8. Peran Gemder: Global, Regional dan 

Nasional. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB 

1 HUKUM UDARA INTERNASIONAL: PERANG DINGIN DAN KASUS KOREAN AIRLINES ( KAL007) 

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA. 

 

 

A. Pendahuluan 

Pada bab ini akan mengungkap kembali peristiwa 

bersejarah perang dingin antara barat yang dipimpin oleh 

Amerika Serikat (AS) dan timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.  

Dalam PERANG DINGIN tersebut akan membahas kronologi 

blok barat vs blok timur; perang dingin, NATO dan Pakta 

Warsawa; persaingan Uni Soviet dan Amerika Serikat meliputi 

ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet, bantuan ekonomi 

kepada Turki, pengembangan senjata nuklir, spionase (mata-

mata); pesawat udara TU-144 dan Concorde spionase (mata-

mata); persaingan teknologi angkasa luar; perlombaan pesawat 

udara super sonik; jembatan perdamaian dunia, sedangkan 

KASUS KAL007 membahas penerbangan KAL007; pesawat 

udara pengintai berbendara sipil; ganti kerugian penumpang 

KAL007 termasuk dasar hukum dan jumlah ganti kerugian 

penumpang KAL007; hak-hak asasi manusia (HAM); tuntutan 

biaya operasional; pelanggaran wilayah udara; respon 

masyarakat internasional; pelanggaran Pasal 3 bis Konvensi 

Chicago 1944; dugaan pesawat udara pengintai RC-135; diduga 

pengintai Amerika Serikat; target pembunuhan anggota 

Kongres Amerika Serikat; respon Presiden Ronald Reago 

Amerika Serikat. 

 

  

HUKUM UDARA 

INTERNASIONAL: 

PERANG DINGIN DAN 

KASUS KOREAN AIRLINES 

(KAL007) 
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BAB 

2 KEJAHATAN DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL: KONVENSI TOKYO 1963,THE HAGUE 1970,MONTREAL 1971 DAN BIEJING 2010 

Ekky Widha Atmaka,Amd,SH 

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA. 

 

Dalam konvensi Tokyo 1963 dijelaskan latar belakang, 

berlakunya konvensi Tokyo 1963 termasuk ketertiban dan disiplin, 

dalam penerbangan (in flight), pelanggaran hukum nasional, 

tindakan membahayakan ketertiban dan disiplin, lingkup 

geografis, pengecualian berlakunya Konvensi Tokyo 1963, disiplin 

dalam pesawat udara; Dalam konvensi The Hague 1970 dijelaskan 

latar belakang, proses penyusunan konvensi The Hague 1970, 

berlakunya konvensi The Hague 1970 termasuk dalam penerbangan 

(in flight), pesawat udara negara (state aircraft), pendaratan di negara 

pendaftar pesawat udara, pengoperasian bersama secara 

internasional, membantu pelanggaran, percobaan tindakan 

melawan hukum, orang di dalam pesawat udara; Dalam konvensi 

Montreal 1971 dijelaskan penafsiran Konvensi Montreal 1971 

termasuk istilah melawan hukum, dalam penerbangan (in flight), 

dalam pelayanan (in services); berlakunya konvensi Montreal 1971 

termasuk pesawat udara negara (states aircraft), tindakan melawan 

hukum nasional, percobaan membantu tindakan melawan hukum, 

pengoperasian bersama secara internasional ; Dalam konvensi dan 

protokol Beijing 2010 dijelaskan diskusi Panel 3 April 2009, 

konperensi Diplomatik di Beijing tgl 10 September 2010, Sidang 

Majelis ke-37, pemberantasan tindakan melawan hukum, jenis 

ancaman baru, pelanggaran konvensi Beijing 2010 yang meliputi 

siapa yang melakukan pelanggaran, obyek pesawat udara sehingga 

tidak dapat beroperasi, orang yang menempatkan sesuatu sehingga 

KEJAHATAN DALAM HUKUM 

UDARA INTERNASIONAL:  

KONVENSI TOKYO 1963, THE 

HAGUE 1970, MONTREAL 1971 

DAN BIEJING 2010 
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BAB 

3 HUKUM UDARA PERDATA NASIONAL: REGULASI DAN KASUS-KASUSNYA  

C.Priaardanto Kantor Pengacara 

Danto dan TOMI & Rekan: Injury Specialist Law Firm 

In Association  with HERMANN LAW GROUP www.hlg.lawyer 

Seattle USA & Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA. 

 

 

A. Regulasi Hukum Udara Perdata Nasional  

Ringkasan 

Dalam sub bab A ini dibahas Ordonansi Stb.1939-100 yang 

meliputi  tiket penumpang pesawat udara (passenger ticket), tiket 

bagasi tercatat (baggage check), surat muatan udara (airwaybill),  

konsep tanggung jawab hukum (legal liability), tanggung jawab 

hukum dalam Stb.1939-100, batas waktu tanggung jawab 

pengangkut, tanggung jawab dalam hal keterlambatan, cara 

menghitung santunan, yang berhak menerima santunan, jangka 

waktu melapor, sanksi, kelemahan, istilah-istilah dan sistem 

tanggung jawab; Undang-Undang No.33 Tahun 1964, Undang-

Undang No.15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009. 

1. Ordonansi Stb.1939-100 

Ordonansi Stb.1939-100. 1  tentang Pengangkutan 

Udara terdiri dari 5 Bab dan 40 Pasal yang mengatur 

tanggung jawab hukum penerbangan nasional, yang berlaku 

sejak Konvensi Warsawa 1929 dalam tahun 1934 untuk 

 

1Stb.1939-100 tentang Peraturan Pengangkutan Udara (Luchtvernoer-

Ordonantie), lihat teks Martono K.,Hukum Udara, Angkutan Udara dan 

Hukum Angkasa.Bandung:Penerbit Alumni, 1987 hal.220-237 

HUKUM UDARA 

PERDATA NASIONAL: 

REGULASI DAN KASUS-

KASUSNYA 
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BAB 

4 SUKU CADANG PALSU PESAWAT UDARA: (BOGUS PARTS OF AIRCRAFT) 

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA. 

Elfi Amir,SSiT.,SE.,MM 

 

 

Di Perusahaan penerbangan di Inggris, AS, Brazilia, 

menemukan suku cadang palsu yang dipasok oleh AOG Technics 

Ltd di London. Menurut CAA Inggris, bilamana suku cadang palsu 

atau rusak tersebut terlanjur dipasang harus segera diganti. Dalam 

hubungan ini perusahaan penerbangan Ryanair tidak pernah 

berhubungan langsung dengan perusahaan AOG Teknis London, 

biasanya melalui perantara pihak ketiga. Masalah suku cadang 

palsu di Inggris sudah gugatan di pengadilan. 

AOG Technics Ltd., menyediakan suku cadang yang dipakai 

oleh Airbus SE A320, Boeing Co. 737 generasi tua. Menurut EASA 

Authorised Release Certificates (ARC) suku cadang yang disediakan 

AOG Technics Ltd., dipalsukan. Pesawat udara jenis Airbus A320 

neo dan Boeing 737 Max juga menggunakan suku cadang yang 

mengkhawatirkan, sementara itu bengkel pesawat udara 

kekurangan tenaga terampil, sedangkan kebutuhan bengkel 

semakin meningkat. Suku cadang palsu menjadi kontraversi antar 

perusahaan penerbangan, bengkel, vendor maupun regulator, 

masyarakat, maupun pasar dan dapat membahayakan keselamatan 

dan keamanan penerbnagan, dll. Berdasarkan temuan tersebut 

artikel ini bermaksud menguraikan dari perspektif hukum sebagai 

berikut:  

SUKU CADANG PALSU 

PESAWAT UDARA: 

(BOGUS PARTS OF 

AIRCRAFT) 
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5 TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUT   DENGAN  DRONE  SECARA KOMERSIAL DI INDO NESIA   (LEGAL LIA BILITY  OF CARRIAGE USING DRONE FOR COMMERCIAL IN INDONESIA)   

Saptandri Widiyanto, S.H., DESS., DESM.  &  

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA. 

 

 

A. Pendahuluan 

Kendaraan udara tidak berawak (unmanned aerial vehicles-

UAV)1 atau remotely piloted aircraft (RPA),2 selanjutnya disebut 

drone3 adalah kendaraan udara yang dikemudikan orang dari 

jarak jauh atau dikemudikan oleh fasilitas komputer di dalam 

kendaraan tersebut. Drone pernah digunakan pada pertunjukan 

pembukaan Asian Games di Jakarta 2018 lalu. Selain itu, drone 

juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lainnya seperti: 

hobi, aeromodeling, 4  pemotretan, pembuatan film, pemetaan 

 

1 ICAO's circular 328 AN/190: Unmanned Aircraft Systems" (PDF). ICAO. 

Retrieved 3 February 2016.  
2  Aastha Khurana., Regulation of Drones in India  21 Jul 2020 

https://www.latestlaws.com/articles/regulation-of-drones-in-india/, diakses 

tanggal 30 Nopember 2020 
3. David Hodgkingson and Rebecca Johnson., Aviation Law and Drone: 

Unmanned Aircraft and the Future of Aviation. London and New York: Routledge, 

Taylor& Francis Group, 2018, page 2.; Masyitha Salsabila, The State’s 
Responsibility for The Use of UAV/drones in Airspace, Faculty of Law, 

Universitas Sebelas Maret E-mail: salsachaca99@gmail.com 
4 Akhdi Martin Pratama., Kemenhub: Di 2018, Ada 4 Kasus Drone yang 

Masuk ke Bandara.  https://money.kompas.com/read/2019/07/ 

17/130245126/kemenhub-di-2018-ada-4-kasus-drone-yang-masuk-ke-bandara. 

Diakses tanggal 28 Nopember 2020. 

TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PENGANGKUT DENGAN DRONE 

SECARA KOMERSIAL DI INDONESIA1 

(LEGAL LIABILITY OF CARRIAGE USING 

DRONE FOR COMMERCIAL IN 

INDONESIA) 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
https://www.latestlaws.com/articles/regulation-of-drones-in-india/
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LAMPIRAN 

 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) 

Tentang 

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DENGAN DRONE 

KOMERSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa negara Republik Indonesia adalah negara 

kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh 

wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, 

hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang. 

b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara 

serta memantapkan  ketahanan nasional 

diperlukan sistem transportasi nasional yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi, 

pengembangan wilayah, mempererat hubungan 

antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan 

negara. 

c.  bahwa transportasi drone merupakan bagian dari 

sistem transportasi nasional yang mempunyai 

karakteristik bergerak dalam waktu cepat, 

menggunakan teknologi tinggi, murah, 

sederhana, mudah dikendalikan, manajemen 

yang andal, serta memerlukan jaminan 

keselamtan dan keamanan yang optimal perlu 

dikembangkan potensi dan perannya yang efektif 

dan efisien serta membantu terciptnya pola 

transportasi nasional yang mantap dan dinamis; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESAIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG 

JAWAB PENGANGKUT DENGAN DRONE SECARA 

KOMERSIAL 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengangkutan kargo yang dilakukan dengan drone dengan 

sewa atau bayaran adalah pengakutan dengan menggunakan 

wahana drone yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan 

badan hukum Indonesia telah memperoleh ijin melakukan 

kegiatan pengangkutan. 

2. Istilah “pengangkutan drone” dalam Undang-Undang ini 

adalah setiap pengangkutan yang, sesuai dengan perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak, pelabuhan keberangkatan dan 

pelabuhan tujuan berada di wilayah Republik Indonesia atau 

pengangkutan dalam negeri. 

3. Pengangkutan yang dilakukan oleh beberapa pengangkut 

dengan drone, untuk kepentingan Undang-Undang ini, 

dianggap satu pengangkutan yang tidak dapat dipisahkan, 

bilamana oleh yang bersangkutan dianggap sebagai satu 

pengoperasian, apakah hal itu disetujui dalam bentuk satu 

kontrak atau beberpa kontrak secara berturut-turut, dan hal itu 

tidak mengurangi artinya hanya karena satu kontrak atau 

beberapa secara berturut-turut (seri), tidak mengurangi sifat 
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A. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi 

1. Pendahuluan 

Keselamatan transportasi sangat memprihatinkan. 

Dalam tahun 2003 kecelakaan transportasi darat meningkat 

dari 58 kali menjadi 100 kali dalam tahun 2004. Kecelakaan 

transportasi laut bukan berarti tidak ada, mungkin karena 

tidak terekxpose oleh mass media, sehingga tidak diketahui 

oleh masyarakat. Dalam tahun 2007 lebih parah lagi, naik 

keretapi tabrakan, naik kapal laut tenggelam dan naik 

pesawat udara jatuh. Kecelakaan pesawat udara diawali oleh 

Lion Air pesawat udara jenis MD-82 nomor penerbangan 

JT538 dalam penerbangan dari Jakarta ke Solo pada tanggal 

30 Nopember 2004, terakhir kecelakaan pesawat udara Adam 

Air bulan Januari 2007 dan Garuda Indonesia dalam bulan 

Maret 2007. Secara kuantitatif jumlah kecelakaan 

penerbangan ralatif lebih kecil dibandingkan dengan 

kecelakaan transportasi darat, namun demikian kecelakaan  

pesawat udara selalu menjadi perhatian masyarakat.1 

 

1 Martono K.,Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009, 

Bagian Pertama>Bandung: Penerbit CV Madar Maju, hal.420 
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A. Latar Belakang 

Terdapat keluhan dari tenaga penerbangan yang meminta  

pembelaan dan perlindungan hukum  terhadap karyawan 

kontrak kerja maupun pegawai tetap karena mereka sudah 

bekerja lebih dari 5 tahun, tetapi tidak ada pesangon yang 

memadai bahkan ada yang tidak ada pesangon dengan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pihak karyawan 

kontrak dalam posisi yang kalah terus dibandingkan dengan 

posisi perusahaan di mana mereka bekerja. Mereka adalah 

karywan lulusan pendidikan tahun 1992, minta perlindungan 

kerja yang jelas.  

 

B. Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-

Undang No.3 Tahun 2003 

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Menurut Pasal 54 UU 13/2003, Perjanjian kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis sekurang kurangnya 

harus memuat  nama, alamat perusahaan, dan jenis 

usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh 

dan jabatan atau jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 

pekerja dan/atau buruh. Bilamana dilihat dari Undang-

Undang Tenaga Kerja yang lama, maka jelas sekali bahwa 

PKWT paling lama adalah 3 (tiga) tahun, tetapi dapat 

KARYAWAN KONTRAK 

DAN PEGAWAI TETAP: 

PERLINDUNGAN HUKUM 

TENAGA PENERBANGAN 

DAN LAINNYA 
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A. Tinjauan Umun 

Dalam point tinjauan umum megenai gender  dijelaskan 

pengertian; dasar hukum internasional dan nasional; sejarah 

perkembangan gender termasuk lahirnya istilah feminisme, 

kesetaraan, diskriminasi berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi 

seksual, tataran nasional, hak-hak wanita dan berbagai 

perlindungan hak-hak asasi wanita, kekerasan berbagai alasan 

berbasis gender, seksual, identitas, tempat kerja, kesetaraan 

dalam POLR dan industri pariwisata sebagai berikut: 

1. Pengertian  

Gender dari perpektif hak-hak asasi manusia (HAM) 

adalah suatu kemerdekaan, kebebasan, dan perlindungan 

paling mendasar bagi setiap manusia, bersifat lintas 

pemerintahan dan agama, tidak berbeda baik saat perang 

maupun damai, serta bersifat tetap.1 Dalam tulisan ini yang 

dimaksud dengan gender adalah perjuangan perlakuan 

wanita setara pria (gender) yang dilindungi oleh Konvensi 

Internasional dan/atau hukum nasional negara berdaulat. 

  

 

1  Resume Tentang Hak Asasi (HAM) dan Gender 

https://www.tribundesa.my.id/2015/12/resume-tentang-hak-asasi-ham-dan-

gender.html diunduh Tanggal 14 Jukli 2022 

PERAN GENDER: 

GLOBAL, REGIONAL 

DAN NASIONAL 

https://www.tribundesa.my.id/2015/12/resume-tentang-hak-asasi-ham-dan-gender.html
https://www.tribundesa.my.id/2015/12/resume-tentang-hak-asasi-ham-dan-gender.html
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